
 

 

 

 

 

 

WALIKOTA SEMARANG 

PROVINSI JAWA TENGAH 

 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 400.2.1/746 TAHUN 2026 

  

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG NOMOR 400.2.1/565 

TAHUN 2026 TENTANG PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN ORGANISASI 

WANITA KOTA SEMARANG MASA BAKTI TAHUN 2025-2030 

 

 

 WALI KOTA SEMARANG, 

 

Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan partisipasi wanita 

sebagai salah satu kekuatan sosial dan bagian yang tidak 

terpisahkan dari pergerakan bangsa melalui Gabungan 

Organisasi Wanita guna mewujudkan pembangunan di Kota 

Semarang, telah ditetapkannya kepengurusan Gabungan 

Organisasi Wanita Kota Semarang melalui Keputusan Wali 

Kota Semarang Nomor 400.2.1/565 Tahun 2026 tentang 

Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota 

Semarang Masa Bakti  Tahun 2025-2030;  

b. bahwa sehubungan dengan adanya mutasi pejabat di 

lingkungan Pemerintah Kota Semarang yang juga menjabat 

sebagai pengurus Gabungan Organisasi Wanita Kota 

Semarang, maka Keputusan Wali Kota sebagaimana 

dimaksud huruf a perlu ditinjau kembali; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka perlu ditetapkan 

Keputusan Wali Kota Semarang tentang Perubahan Atas 

Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.2.1/565 Tahun 

2026 tentang Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi 

Wanita Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2025-2030;  

 

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang 

Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan 

Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan 

dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik 

Indonesia Tahun 1950 Nomor 45); 

 

 

 



2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan 

Konvensi Mengenai penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi 

terhadap Wanita (Convention on The Elimination of All Forms 

of Discrimination Against Women) (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1984 Nomor 29, Tambahan Lembaran 

Negara Republik Indonesia Nomor 3277); 

3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi 

Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 

Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 3886); 

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 

Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir 

dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang 

Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 7153); 

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi 

Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5430); 

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah 

beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 

Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 1, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7153); 

7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi 

Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan 

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 

Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 

41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

6856); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang 

Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

3079); 

 

 

 



9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang 

Pembentukan Kecamatan di wilayah Kabupaten-kabupaten 

Daerah tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara, 

Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya 

Daerah II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I 

Nusa Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1992 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3097); 

10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 

Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 

Nomor 114) sebagaimana telah diubah beberapa kali, 

terakhir dengan dengan Peraturan Daerah Kota Semarang 

Nomor 8 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua Atas 

Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 

tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota 

Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2023 

Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang 

Nomor 158); 

11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2021 

tentang Pengarusutamaan Gender (Lembaran Daerah Kota 

Semarang Tahun 2021 Nomor 11, Tambahan Lembaran 

Daerah Kota Semarang Nomor 146); 

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara 

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 

120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri 

Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan 

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Indonesia Republik 

Indonesia Tahun 2019 Nomor 157); 

13. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Nomor 13 Tahun 2021 tentang Partisipasi 

Masyarakat dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia 

Tahun 2021 Nomor 1499); 

14. Peraturan Wali Kota Semarang Nomor 101 Tahun 2021 

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Sistem Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan 

Perlindungan Anak Kota Semarang (Berita Daerah Kota 

Semarang Tahun 2021 Nomor 101); 

15. Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.2.1/565 Tahun 

2026 tentang Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi 

Wanita Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2025-2030; 

 

 

 

 

 



MEMUTUSKAN: 
 

Menetapkan : 
 

KESATU : Mengubah Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 400.2.1/565 

Tahun 2026 tentang Penetapan Pengurus Gabungan Organisasi 

Wanita Kota Semarang Masa Bhakti Tahun 2025-2030. 
 

KEDUA : Perubahan sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terkait 

dengan perubahan susunan pengurus sebagaimana tercantum 

dalam Lampiran Keputusan ini; 
 

KETIGA : Ketentuan yang tidak diubah tetap berlaku sebagaimana 

dimaksud dalam Keputusan Wali Kota Semarang Nomor 

400.2.1/565 Tahun 2026 tentang Penetapan Pengurus 

Gabungan Organisasi Wanita Kota Semarang Masa Bhakti 

Tahun 2025-2030. 
 

KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya 

Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan 

Belanja Daerah Kota Semarang. 

 

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. 

 

 

Ditetapkan di Semarang 

pada tanggal 13 Agustus 2026 

 

  WALI KOTA SEMARANG, 

 

   

 

     AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 

 

SALINAN disampaikan kepada Yth.: 

1. Wakil Wali Kota Semarang; 

2. Sekretaris Daerah Kota Semarang; 

3. Asisten Pemerintahan Sekda Kota Semarang. 

4. Asisten Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang; 

5. Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang; 

6. Inspektur Kota Semarang; 

7. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Semarang; 

8. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang; 

9. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota 

Semarang; 

10. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang; 

11. Anggota Pengurus Gabungan Organisasi Wanita yang bersangkutan.  
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LAMPIRAN 

KEPUTUSAN WALI KOTA SEMARANG 

NOMOR 400.2.1/746 TAHUN 2026 

TENTANG 

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN WALI 

KOTA SEMARANG NOMOR 

400.2.1/565 TAHUN 2026 TENTANG 

PENETAPAN PENGURUS GABUNGAN 

ORGANISASI WANITA MASA BAKTI 

TAHUN 2025-2030 

 
 

DAFTAR PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN PENGURUS GABUNGAN 

ORGANISASI WANITA MASA BAKTI TAHUN 2025-2030 

 

NO 

SEBELUM 

PERUBAHAN 

SESUDAH 

PERUBAHAN 
JABATAN DALAM 

DINAS/INSTANSI 

KEDUDUKAN 

DALAM 

PENGURUS NAMA    NAMA 

2 DR. dr. Eko Krisnarto, 

Sp.KK   

Pranyoto, A.P, 

M.M 

Kepala Dinas 

Pemberdayaan Perempuan 

dan Perlindungan Anak 

Kota Semarang 

Pembina 

   

 

WALI KOTA SEMARANG, 

 

ttd 

 

     AGUSTINA WILUJENG PRAMESTUTI 
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